SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu kebijakan
untuk melakukan penyelarasan dan penataan
kembali Organisasi Perangkat Daerah yang ada di
Kabupaten Jepara agar lebih efektif dan efisien
dalam melaksanakan urusan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Jepara.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 2 );

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31
Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara



tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
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Daerah adalah Kabupaten Jepara,;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati Jepara;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara,;
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kumpulan jabatan fungsional

yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya
disingkat JFA dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat
JFP2UPD.
BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat



BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK
INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dipimpin seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahi
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Inspektur Pembantu Wilayah I ;
Inspektur Pembantu Wilayah II ;
Inspektur Pembantu Wilayah III ;
Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

(1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektorat menyelengarakan fungsi :
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Inspektur;

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh
seorang tenaga fungsiona senior;

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja yang ada;

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi
dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun
antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan
tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;



